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PENGESAHAN WALI NAGARI KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG:
PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN.

Menimbang . 4 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 mﬁ”{
Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 'H |
tentang Nagar’, dinvatakan bahwa Bupati
Wali qu'i terpilih menjadi Wali Nagan nlllﬂi lara
pulub) hari sejak tanggal ditcnmanya  penya
pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagan,

b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Koto Berapak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan W
Nagari Terpilih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf 5, perlu menetapkan Keputusan Bupao
tentang Pengesahan Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan
Bayang Periode 2021 Sampai Dengan 2027,

Mengingat I. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1956 tentang Pembentulkan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propins:
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25| Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonessa
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Ctonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daernh Swatantra Tingkat [ dalam
Lingkungan Oaerah Swatantra Tingkat | Sumatera Tengah
Sebagal Undang-Undang (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643),

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undiang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Ciptn Kerjo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 657 3);
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2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratur
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratur (sanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 |

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 9015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagan,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari:

9. Peraturan Daerah Kabuputen Pesisir Selatan Nomor I Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Tahun

Anggaran 2021

10, Peraturan Bupati Pemsi Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pelinksanann Pemilihan Wali Nagan,
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Bupat Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 21 Tuhun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksannan Pemiliban Walt Nagari,

11. Peraturan Bupati Pesisit Sclutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerab Tahun
Anggaran 2021,
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